BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang
Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama
saat diekspor dengan saat diimpor kembali tidaklah diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk. Hal ini dikarenakan penggunaan metode argumentum a
contrario pada ketentuan Pasal 2 Angka (1) jo. Pasal 1 Angka (1) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007, menyebabkan ketentuan
peraturan tersebut tidak berlaku untuk karya seni rupa yang kualitasnya tidak
sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut. Ketentuan tersebut
menyatakan bahwa barang ekspor yang diimpor kembali dalam kualitas yang
sama diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Terhadap karya seni rupa untuk
pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali,
ketentuan tersebut tidak berlaku, sehingga karya seni rupa yang kualitasnya tidak
sama pada saat diimpor kembali tersebut tidak diberikan fasilitas pembebasan bea
masuk.

Sebagai barang yang dibawa oleh penumpang, karya seni rupa yang
mengalami perubahan wujud tersebut digolongkan sebagai barang impor bawaan
penumpang, selain barang pribadi penumpang (barang non-personal use), sesuai
dengan Pasal 7 Ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor
203/PMK.04/2017. Hal ini dikarenakan karya seni rupa yang tidak sama saat
diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut tidaklah dapat dikategorikan
sebagai barang pribadi penumpang (personal use) pada Pasal 7 Ayat (3) huruf a,
b, dan ¢ jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
203/PMK.04/2017 tersebut, karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud

tersebut diberikan bea masuk dengan
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a. tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan tarif bea
masuk umum; dan

b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor.

Pada kenyataannya, karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama saat
diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut selama ini diberikan bea masuk.

Alasan pengenaan bea masuk terhadap karya seni adalah karena persyaratan re-

impor mengenai jenis dan jumlah barang tidak terpenuhi.

2. Diperlukannya Peraturan Baru Mengenai Karya Seni Rupa untuk
Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat
Diimpor Kembali

Menurut analisis yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, perlu
dibuatnya aturan baru yang mengatur mengenai karya seni rupa yang mengalami
perubahan wujud tersebut. Peraturan tersebut merupakan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Persyaratan Re-impor. Perubahan persyaratan
tersebut merupakan perluasan dari persyaratan yang sudah diatur sebelumnya,
sehingga karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud tersebut dapat
diberikan fasilitas bea masuk barang re-impor, kecuali untuk penambahan-
penambahan yang ada pada karya seni rupa. Peraturan baru tersebut diharapkan
dapat membantu masyarakat (dalam hal ini seniman) dalam melancarkan
kegiatannya sehingga dapat memajukan sektor Industri Kreatif di Indonesia.
Selain itu, adanya peraturan baru tersebut dapat mengisi kekosongan hukum yang
ada serta memberikan fasilitas pembebasan bea masuk terhadap semua karya seni
rupa, baik yang kualitasnya tidak sama maupun yang kualitasnya sama saat
diimpor kembali. Hal ini membuat asas kepastian hukum dan asas keadilan dapat

diselenggarakan dengan baik.
B. Saran

Atas diperlukannya perubahan persyaratan dalam Peraturan menteri

Keuangan yang baru tersebut, terdapat lampiran-lampiran yang harus disediakan
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pada saat mengekspor maupun mengimpor karya seni rupa tersebut. Lampiran
yang harus disediakan saat akan mengekspor barang adalah Surat Permohonan
Re-Impor yang menjelaskan bahwa barang yang akan dire-impor merupakan
karya seni rupa yang akan berubah wujudnya setelah diekspor. Lampiran yang
harus disediakan saat akan mengimpor barang adalah foto karya sebelum dan
sesudah dilakukannya perubahan beserta penjelasan mengenai bagian-bagian yang
mengalami perubahan wujud, video proses berubahnya karya, dan surat dari pihak
pengelola pameran yang menjelaskan bahwa karya tersebut merupakan karya
milik seniman yang mengalami perubahan wujud pada saat pameran berlangsung.
Hal ini untuk diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan fisik serta
sebagai bukti bahwa karya seni rupa tersebut merupakan barang yang berasal dari
dalam daerah pabean (barang lokal) yang dire-impor.

Selain itu, perlu dilakukannya sosialisasi mengenai peraturan baru
tersebut. Sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut tidaklah hanya berupa
berita yang disebarkan melalui website resmi saja, melainkan melalui koran,
siaran televisi, serta media sosial lainnya yang dapat menjangkau banyak
masyarakat. Pihak DJBC pun sebaiknya mendatangi beberapa instansi di sektor
seni rupa, seperti Fakultas Seni Rupa dan Desain di berbagai perguruan tinggi,
untuk menjelaskan mengenai peraturan baru tersebut. Hal ini diharapkan dapat
membuat masyarakat, khususnya seniman Indonesia, lebih mengerti mengenai
prosedur yang harus disiapkan dalam melakukan kegiatan pemasukan barang re-

impor tersebut.
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